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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor  ----/Pdt.G/2018/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di  bawah ini  dalam perkara

yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur  40  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SMA,

Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur   44  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SMA,

Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat  serta saksi-saksinya;

 

DUDUK PERKARA

       Bahwa  Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya  tertanggal  29

September 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Rengat dengan Register Perkara Nomor:  ----/Pdt.G/2018/PA. Rgt, tanggal

27 September  2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal  10  Agustus  2001,  Penggugat  dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri

Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX;

2. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai  suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  rumah  orangtua

Penggugat lebih  kurang 4 tahun, dan terakhir pindah kerumah sendiri

hingga sekarang;

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai tiga orang anak bernama : 

a. ANAK I Penggugat dan Tergugat, 16 tahun;

b. ANAK II Penggugat dan Tergugat, 10 tahun;

c. ANAK III Penggugat dan Tergugat, 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat / Tergugat;;

4. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  awalnya  hidup  rukun,  namun

semenjak  bulan  Desember  2011  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebakan oleh kurangnya

komunikasi, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;

b. Tergugat  kurang  perhatian  Terhadap  Penggugat  dan  bahkan

Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;

c. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah batin Penggugat;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Juli  2017,  namun  hanya  pisa  ranjang

hingga sekarang;

6. Bahwa  Tergugat  oranynya  sangat  cuek  dan  tidak  mau  tau  tentang

keadaan anak-anak, sehingga anak kurang perhatian dan kasih sayang

dari Tergugat;

7. Bahwa  semenjak  berpisah  ranjang  tidak  pernah  baik  kembali  dan

sudah  pernah  didamaikan  oleh  pihak  keluarga  akan  tetapi  tidak

berhasil; 

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina

rumah  tangga  dengan  Tergugat,  untuk  itu  perceraian  adalah  jalan

terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
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Berdasarkan  alasan/  dalil-dalil  di  atas,  maka  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Rengat  Cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai

berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan hak asuh tiga orang anak yang bernama : 

a. Anisa Rahmadani, 16 tahun;

b. Akbal Fadillah, 10 tahun;

c. Azhar Al Faruq Zhaki, 8 tahun, diasuh oleh Penggugat;

3. Menjatuhkan talkak satu ba’in sughra Tergugat  TERGUGAT terhadap

Penggugat PENGGUGAT;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila  Majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat 

datang  menghadap di persidangan  menyatakan tetap pada identitas yang

tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain 

menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan 

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama 

Rengat namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan; 

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa 

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah 

menasehati  Penggugat agar menunggu kehadiran  Tergugat akan tetapi 

tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat 

dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan 

perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan 
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Penggugat menyatakan mencabut petitum mengenai hak asuh anak 

karena anak Penggugat dan Tergugat sudah berada di bawah asuhan 

Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir 

tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 

2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara 

langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan 

tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di 

persidangan ; 

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat 

bukti tertulis berupa:

- Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk atas  nama  Penggugat  (Wiwit

Syahriati)  Nomor:  XXXXXXXXXX tanggal  31  Januari  2018,  yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Indragiri Hulu,  fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup

dan  telah  dinazegelen  Pos,  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan

dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan

dilegalisir  oleh  Panitera  Pengadilan  Agama  Rengat,  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  (Wiwit

Syahriati) Nomor:  XXXXXXXX tanggal  10  Agustus  2001,  yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat,

fotokopi  tersebut  sudah  bermeterai  cukup  dan  telah  dinazegelen

Pos,  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan

ternyata  cocok,  difarap  oleh  Ketua  Majelis  dan  dilegalisir  oleh

Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda

bukti P.2;

Bahwa  selain  bukti-bukti  tertulis  tersebut  diatas,  Majelis  telah

mendengar keterangan dari saksi I nama SAKSI I,  umur 28 tahun, agama

Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, di

depan  sidang  di  bawah  sumpah  secara  terpisah  menyampaikan

keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di 

Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun mulai bertengkar sejak bulan Desember 2011;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

adalah karena Tergugat egois dan suka berkata kasar kepada 

Penggugat dan tidak bertanggungjawab;

- Bahwa saksi tahu dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 

2017 yang lalu;

- Bahwa Sejak berpisah ranjang Tergugat tidak pernah komunikasi lagi 

dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk 

Penggugat dan keluarga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi  II: SAKSI II,  umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan

rumah tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu, di  depan

sidang  di  bawah  sumpah  secara  terpisah  menyampaikan  keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di 

Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun mulai bertengkar sejak bulan Desember 2011;
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- Bahwa Saksi seringkali melihat langsung keduanya bertengkar;

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

adalah karena Tergugat egois dan suka berkata kasar kepada 

Penggugat dan tidak bertanggungjawab;

- Bahwa Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 

2017 yang lalu;

- Bahwa Sejak berpisah ranjang Tergugat tidak pernah komunikasi lagi 

dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk 

Penggugat dan keluarga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan 

saksi dan tidak akan mengajukan  sesuatu apapun dan memohon agar 

Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa

alasan sah menurut hukum ; 

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini  maka segala sesuatu yang

terjadi  di  persidangan  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara

persidangan  dianggap  telah  termuat  seluruhnya  dalam putusan  ini  dan

menjadi bagian yang  tak terpisahkan dengan putusan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975;

Menimbang  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di

persidangan  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau
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kuasanya  yang sah dan tidak ternyata  ketidakhadiran Tergugat  tersebut

berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka

mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b

Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016

Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang  bahwa  di  persidangan  Majelis  Hakim  telah  berusaha

agar  Penggugat  berdamai  dengan  Tergugat  untuk  mempertahankan

keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati  Penggugat, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini

adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa

antara Penggugat  dan Tergugat  telah terjadi  terus menerus perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang  bahwa  karena  Penggugat  mendalilkan  adanya

perselisihan dan pertengkaran sebagai  alasan perceraian yang diajukan

Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya

dua  orang  saksi,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  76  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  oleh  sebab  itu

berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk

membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang  terhadap  alat-alat  bukti  yang  diajukan  Penggugat,

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P.1  harus  dinyatakan  terbukti

bahwa Penggugat  adalah penduduk pada wilayah  yurisdiksi  Pengadilan

Agama  Rengat,  dan  telah  pula  terpenuhi  ketentuan  Pasal  73  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal
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049  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dengan  demikian  dibenarkan  Penggugat

untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut,

dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai

pembuktian;

Menimbang  bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis

causa sebagaimana dimaksud  Pasal 7 ayat (1) Kompilasi  Hukum Islam,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat   bahwa  akta  nikah  tetap  diperlukan

sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  (P.2)  atas  nama  Penggugat  dan

Tergugat,  yang  telah  dibubuhi  meterai  cukup  dan  telah  diperiksa  oleh

Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

P.1 telah memenuhi syarat formil  dan materil  alat bukti surat, karenanya

akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti  bertanda P.2 bermeterai  cukup

dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan  bahwa Penggugat dan

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1)

dan (2)  dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  bukti  tersebut  telah  pula

membuktikan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  masih  terikat

perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri  mempunyai hak

untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan

alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak tahun 2011

rumah  tangga  Penggugat  dengan Tergugat  sering  berselisih  karena

Tergugat  egois  dan  suka  berkata  kasar  kepada  Penggugat dan  tidak

bertanggungjawab terhadap keluarga;

Menimbang  bahwa  untuk  membuktikan kebenaran  dalil

gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing

bernama SAKSI I dan SAKSI II; 
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Menimbang  bahwa  saksi  pertama  Penggugat  (SAKSI  I)

menerangkan  bahwa  Saksi  mengetahui  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat dan  sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat

sudah  pisah  ranjang  dan pihak  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI II) menerangkan

bahwa Saksi  sering melihat langsung keduanya bertengkar dan Tergugat

mengucapkan kata-kata kasar dan selama berumah tangga Penggugat lah

yang bekerja dan sebagai tulang punggung keluarga dan  sejak bulan Juli

2017  hingga sekarang  Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan

pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Menimbang  bahwa saksi  pertama adalah  Keponakan Penggugat

dan  saksi  kedua  adalah  Ibu  kandung Penggugat, kedua  orang  saksi

tersebut  cakap  bertindak  dan  tidak  terhalang  menjadi  saksi,  serta

memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi

Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  alat  bukti  saksi,  oleh

karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  pertama

Penggugat (SAKSI I)  Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan

Penggugat  dengan Tergugat  tersebut  menunjukkan adanya “perselisihan

dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak bulan

Juli 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan

harmonis  layaknya  suami  isteri, karena  sudah  pisah  ranjang  antara

Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan

adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan

pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”; 

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat

(SAKSI II)  Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat

dengan  Tergugat  tersebut  menunjukkan  adanya  “perselisihan  dan

pertengkaran”  dan sering bertengkar  antara Penggugat dengan Tergugat,
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bahkan sejak  bulan Juli  2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat

tidak lagi  tinggal  bersama,  pihak  keluarga  telah  berupaya mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan

adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan

pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”; 

Menimbang  bahwa  keterangan  kedua  saksi  mengenai  adanya

peselisihan  dan   pertengkaran,  pertengkaran  tersebut  merupakan

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada

harapan untuk rukun lagi  dalam rumah tangga;  keterangan kedua saksi

adalah  berdasarkan  pengetahuan  langsung  kedua  saksi  dan  saling

bersesuaian  satu  dengan  lainnya,  oleh  sebab  itu  Majelis  Hakim

berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah

memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat

formil  dan  materil  alat  bukti  saksi,  dengan  demikian  Majelis  Hakim

berpendapat  Penggugat  telah  dapat  membuktikan  dalil  gugatannya,

sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum; 

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak

melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan

perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut  untuk  menghadap  dipersidangan  tidak  hadir,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  perlu  menyatakan  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan

Pasal  150 R.Bg.  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  tanpa

hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti  P.2 ternyata tidak terdapat

catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak
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yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat

(2)  huruf  c  Kompilasi  Hukum Islam,  maka talak yang dijatuhkan adalah

talak satu bain shughra; 

Menimbang bahwa sesuai  penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang

perkawinan.  Berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989  Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama; 

2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 

3. Pasal  39 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan; 

4. Pasal  19 huruf f,  Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975; 

5. Pasal  7  ayat  (1),  116  huruf  f  dan  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  c

Kompilasi Hukum Islam;

6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

7. Pasal  4 ayat  (2) huruf  b  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan,

serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp451.000.00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian  diputuskan dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim  Pengadilan Agama Rengat  pada hari  Senin  tanggal  29  Oktober

2018  M  bertepatan  dengan  tanggal  20  Shafar  1440  H  oleh  kami

Drs.  H.  Nur  Al  Jumat,  SH,  M.H Hakim  yang  ditunjuk  oleh  Ketua

Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis Syamdarma Futri, S.Ag,

M.H. dan  Nidaul  Husni,  S.HI,  M.H  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  didampingi  para  Hakim  Anggota

tersebut,  dibantu  oleh Hertina,  BA sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,                                          Hakim Ketua,

                                               

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.   Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nidaul Husni, S.HI, M.H  

   Panitera Pengganti,

                 

    

                                    Hertina, BA
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Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Biaya pemberkasan Rp  50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp360.000,00
4. Biaya Redaksi Rp    5.000,00
5. Biaya Meterai                                Rp    6.000,00

Jumlah             Rp451.000,00
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
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